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Pemerataan pembangunan menunjukkan 5

friy perkembangan positif... temgiein o
Ketimpangan menurun ditandai oleh koefisien gini yang Tingkat kemiskinan menurun, menjadi 10,12 persen dan
semakin membaik jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.
0.42 0.413 0.414 Persentase penduduk miskin berkurang Jumlah penduduk miskin berkurang
o 0.406 ® (persen) (Juta Jiwa)
0.41 o 0.402
0.40 ® 0.394 0.391 1 O, 9 6 2 7, 7 3
0.39 ¢ g 2014(Sept) 2014(Sept)
0.38 ‘
0.37 11_() ]lzz :2:(5 E;(g
2012 2013 2014 2015 2016 2017 - ) )
Sumber: Susenas, September 2012-2017 2017(Sept) 2017(Sept)
Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan Indeks Pembangunan Manusia membaik
jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. menjadi 70,18 pada tahun 2016.

Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Pengangguran berkurang

berkurang (persen) (jutajiwa) I P M
5,94 7,24

2014 (Agustus) ‘ 2014 (Agustus)

Tahun 2015 Tahun 2016
5,50 7,04 69,55 17 0,18
2017 (Agustus) 2017 (Agustus)

Sumber: BPS 2014-2017 4




Ekonomi Indonesia Menunjukkan Perbaikan Secara Bertahap... (1/2) 5

REPUBLIK Kementerian PPN/

INDONESIA CRpriED
2017
O TEN AU -n“ AU « Konsumsi rumah tangga di Q4-2017 membaik, walaupun masih
Konsumsi Rumah Tangga 501 4,94 4,95 4,93 4,97 4,95 sedikit di bawah 5,0%. Faktor penyebabnya:
Konsumsi LNPRT 664 807 852 602 524 6,91 v Smart consumers: masyarakat Indonesia lebih memilih dalam
Konsumsi Pemerintah 0,14 269 -1,92 348 381 2,14 berbelanja yang seperlunya.
PMTB 447 477 534 708 727 6,15 v’ Leissure consumers: lebih menyenangi aktivitas terkait rekreasi.
Ekspor 1,57 841 280 17,01 850 9,09 v’ Saving behavior: lebih banyak menabung terutama kelompok
Impor 245 481 020 1546 11,81 8,06 menengah ke atas.

e R e S o * Industri non-migas dalam dua kuartal terakhir tumbuh cukup baik
Pertanian 336 7,15 323 277 244 3,81 (Q3 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional).
Pertambangan 095 -1,22 212 184 0,08 0,69
[ndustri 426 428 350 485 446 4,27 _

_ _ Pertumbuhan Ekonomi (Persen, YoY)
Industri Non Migas 443 480 3,93 5,46 5,14 4,84
Perdagangan 403 461 347 520 447 4,44 4.9 5.0 5.1
Transportasi & Pergudangan 745 806 880 888 821 8,49
Informasi dan Komunikasi 8,88 10,48 11,06 882 899 9,81
Jasa Keuangan & Asuransi 8,90 599 594 6,16 385 5,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah kembali

2015 2016 2017

Sumber: BPS (diolah)
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KONTRIBUSI PDRB PULAU TERHADAP PDB NASIONAL

Kalimantan Sulawesi
2016:7,9%
2017: 8,2% 2016: 6,0%
SUMUT ’ 2017:6,1%
Sebaran Pertumbuhan: Maluku dan Papua
EKkonomi 2017: 4.3% ' Pertumbuhan: @ 2016:2,5%

Wilayah Sedikit
Bergeser . KALBAR
ke Arah
Kawasan Timur
Indonesia

2017:7,0% 6 2017: 2,4%
..,.,m'

Pertumbuhan:
P & 2017: 2,4%

@ My,

e
SULBAR

SUMSEL

S t KALSEL
umatera JAKARTA 4

2016: 22,0% JATENG SULSEL SULTRA
2017:21,7% O

JOGJA "# w

Pertumbuhan: NTB —

2017:4,3% Jawa Bali dan NT * 9
2016:58,5% 2016: 3,1%
2017:58,5% 2017: 3,1%
Pertumbuhan: Pertumbuhan:

2017: 5,6% 2017:3,7%
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Isu Strategis Dalam Mencapai Pemerataan Pembangunan

RE PU BLIK Kementerian PPN/
INDONESIA

Bappenas

Infrastruktur konektivitas untuk
pemerataan antar wilayah

Ketersediaan Energi Dan Pembangunan
Pita Lebar Daerah Terpencil

Pembangunan Bandara Baru Pengembangan Angkutan Barang

Bersubsidi Tol Laut Rasio Elektrifikasi K:;g;f)ltas Pembangkit
(Persen)
3
e panara B0 2017 EEECHND <) 2017 (6049
Bandara Bandara 3 Rute
5 2017 .
= zote Konsumsi Listrik per
1.Anambas 1.Miangas 1.Werur :
2.Namniwel 2.Morowali g-garatuﬁ Bat 2015 2016 2017 (kwh) Kaplta
.Koroway batu .
Kumulatif
2017 1.011,5 Keterangan: Angka Kumulatif
Pembangunan Jalan Baru dan Penyediaan Lintasan Kereta Api
Jalan Tol Perintis :
) 57 ibukota kabupaten dan kota (IKK)
: * sedang dib jari t optik
4 . JalanBaru A3h jalan Tol 6 6 \ ll : TSkl proyelePalapa ”R?:g” serat op
w ) (kumulatif) w (kumulatif beroperasi) Lintas Lintas \ Y ISTE
1.845 2]?:‘3 __-: . 3 ;\% A..‘ ] 2 IKK sedang dibangun oleh
1.286 km i e — Lintas ] operator swasta
Bi _
2015 2016 2017 .
297kcbup01en/kotc terlayani pitalebar .445 IKK telah terkoneksi
2015 2016 2017 2015 2016  2017* Kumulatif 4G JLTE

*per November 2017

Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia
meningkat dari 61 (2013/2014) ke 52 (2017/2018)

konten positif

252.112 domain

Penapisan konten negatif

780.937 domain
Sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2017-2018
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Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 . ol

Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang

terkendali.
Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

3;61 3,5 2,5'4‘,5

Nilai Tukar

Inflasi (%) (R
p/USD) 13.500-
13.382 13.500 '
13.700

/ e -

5,07 5,4 5,4-5,8 * Inflasi Y-0-Y
** Sasaran pada APBN 2018




Outlook dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 5
Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi om0

REPUBLIK
INDONESIA

Konsumsi
Pemerintah PMTB

2018** 2019 2018** 2019
Konsumsi LNPRT 5,4 2.8-3,7 71 75-8,3 Ekspor

|

9,3 9,2-11,1 4,0 6,0-7,3

Konsumsi Rumah Tangga Impor

_

50 5,0-5,1 5,4

(2018)** (2019) 4,8 6,3-7,6
Sisi Pengeluaran i I
Sisi Lapangan Usaha I S PERTUMBUI:IAN EKONdO}l\IIII . )
nvestasi dan konsumsi rumah tangga diharapkan sebagai
k3% ko
2018 2019 sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran 2018 2019

% 0,4 0,8 @ 11,0 10,7-11,3

Pertambangan Infokom
-4 £ )2 :

O 34 6266 ' {Bey

et . ) 7,8 8,1-8,7
Listrik Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan Jasa Kangan
] A 9 Ty 2018** 2019 2018** 2019 2018** 2019 l
: : ; =1, ) ) ) oy 8,9 8,6-9,0
Konstruksi 4,0 3,9-4,1 51 5,1-5,6 6,1 Sl Transportasi

Sumber: ** Prognosa/Estimasi Sementara 2018 dan Perhitungan Bappenas 10




RRRRRRRR Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019 »p.

IIIIIIIII B

Tingkat Kemiskinan

8,5-9,5% o Rasio Gini
. - |* - 0,38-0,39

I

O Indeks Pembangunan Manusia
ot
- 71,98

Pertumbuhan Ekonomi li

5,4-5,8% L

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,8-5,2%

11
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Pembangunan Sektor Industri di RKP 2018 (1) i

Bappenas
@ Prioritas Nasional
@ Program Prioritas
Kegiatan Prioritas

£ i;_": R
REPUBLIK
INDONESIA

Pengembangan
KI Sei
Mangkei

Dukungan PENGEMBANGAN Pengsarbangm
Pengembar KAWASAN ’ :
Kl Lainn]?;fl INDUSTRI KI Morowali

KI Bantaeng

Sektor industri di RKP 2018 terdapat pada Prioritas Nasional 4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata,
pada Kegiatan Prioritas (KP) 3: Pengembangan 3 Kawasan Industri.

13




INDONESIA

Percepatan

Pembangunan
KEK Sorong

Percepatan
Pembangunan
KEK Tanjung
Kelayang

Percepatan

Pembangunan
KEK Morotai

PENGEMBANGAN 5
KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

) : Percepatan
E‘Ff-h -‘*131'?}- Pembangunan
Batuta Trans KEK Bitun
Kalimantan - :

Pembangunan Sektor Industri di RKP 2018 (2)

Prioritas Nasional
@ Program Prioritas
Kegiatan Prioritas

Pelaksanaan

Penguatan
Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif

Perizinan
Terpadu

Percepatan

Peningkatan =
Fasilitasi

Populasi dan
Daya Saing

Industri

Peningkatan

Perlindungan

Perluasan

Integrasi Sistem Konsumen dan
Informasi Pasar - I

Kerja

Iklim
Ketenagakerjaan
dan Hubungan
Industrial

Pengembangan
Keahlian Tenaga

Kerja

Selain di KP 3: Pengembangan 3 Kawasan Industri, sektor industri juga mendukung di KP 2: Pengembangan
5 Kawasan Ekonomi Khusus dan KP 4: Perbaiklan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Kementerian PPN/
Bappenas

14
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Konsep Pengembangan Industri Tahun 2019 (1) >

REPUBLIK

INDONESIA dalam rangka Penanganan Isu Strategis dan Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2019 T ippenas
Pertumbuhan PDB Manufaktur Non Migas Isu Strategis
Z’i—i-..._é,‘g_g 1. Tren pertumbuhan dan kontribusi PDB industri menurun.
z “~. 558 2,61 2 Ketahanan rantai pasok/nilai industri rendah: kekurangan industri hulu

6,38 ,7 6,17 : : T :
3,42,7 ’ 6,03 2% 4.84 dan pendukung, ketidakharmonisan kebijakan, ketergantungan impor
= 5,45 ) 4,88 = - o .
4,70 '/ 4.43 bahan baku dan penolong, ekonomi biaya tinggi (logistik dan
1,6_3,4-’ kemudahan berusaha).
3. Produktivitas tenaga kerja industri stagnan.
4. Produk industri nasional didominasi produk dengan kualitas dan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 .
kandungan teknologi rendah.
—&— Pertumbuhan PDB Nasional = ® = Pertumbuhan PDB Manufaktur Non Migas 5. Ekspor produk manufaktur didominasi produk berteknologi rendah.
Incremental Capital Output Ratio 1/ Labor Productivity Growth .
(In percent) (Percent, period average)y Persentase Ekspor Manufaktur Berteknologi Tinggi (%)
10 9 a0
9 B1996 F2005 @A@2015 8 W 1981-1996 W 2000-2014 35
8 7 S5
7 6
25
6 5
5 4 20
4 3 15
3 2 10
2 ! 5
0
1 . ] 0
o > R M I LB g
Indonesia  Malaysia  Philippines  Thailand China India Indonesia China India Malaysia  Thailand  Philippines —Indonesia -=-Thailand -+Vietnam -—India ——Brazil -eTurki

Sources: IMF, World Economic Outlook; and IMF staff estimates.
1/ Capital formation/GDP divided by GDP growth.

Sources: Penn World Trade; IMF staff estimates Sumber: Bank Dunia (2018)

* Efisiensi pemanfaatan Capital yang melemah (ICOR tinggi) * Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang stagnan * Kapasitas manufaktur lokal }Jr?tuk'meng'hasilkan produk
akibat fungsi intermediasi perbankan yang tidak optimal selama lebih dari 2 dekade dan kehilangan daya saing ekspor bermuatan teknologi tinggi masih rendah dan
(financial deepening issues) dan akses keuangan yang terbatas terhadap tenaga kerja luar negeri. cenderung kalah bersaing di pasar internasional.

bagi banyak masyarakat (financial inclusion issues). 15




Konsep Pengembangan Industri Tahun 2019 (2) -

-

RePuBLIK Komposisi Produk Ekspor Indonesia Masih Cenderung Homogen -l
. ) . New export products, 2000-2015:
EkSpOf IndoneSIa (2016) $ 156 Mllyar Total number, Volume, & Contribution to Income per capita
s 5;1;; i Palm e * Komposisi produk ekspor Indonesia masih Contr New | USDper | USD
— _ e | e Jorselome homogen didominasi oleh produk hasil alam QWY | products | capita | (billions)
e _ S 0|I (batubara, CPO dan karet) sehingga tidak China 81 265 359.3
- = = terdiversifikasi dengan optimal Thailand 51 260 174
* Indonesia tertinggal dibandingkan negara peers Vietnam 1 560 L7
- Philippines 27 14 1.4
dalam mengembangkan produk baru di bidang Sti Lanka 2 3 01
manufaktur (New Exports Product) Costa Rica 7 123 06
* Produk ekspor negara-negara peers lebih Malaysia 7 160 5.0
heterogen/keragaman yang baik dan didorong oleh  |Indonesia 4 10 26 |
4 57 1.8

produk dengan kandungan teknologi/Value Added ~ SiudiArabia

yang tinggi Makanan dan hewan hidup
untuk makanan

Peripheral

units,
including

Electronic E&"ﬁﬁg - Minuman dan tembakau
preparations,

microcircuits nes : “E - Bahan mentah (tidak dapat
dimakan)

g ey, 9ases o
Prrocabons. . Bahan bakar, pelumas dan
nes, liquefied - .

bahan terkait

Minyak hewani dan nabati,
lemak dan lilin

it Produk kimia dan terkait

2.78%
Barang manufaktur

7512 and 752

‘electronic
‘components
heading

352% | = Permesinan dan transportasi

Barang manufaktur lainnya

Ekspor Thailand (2016) - $ 234 Milyar Ekspor Malaysia (2016) - $ 225 Milyar Lainnya 16
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" Konsep Pengembangan Industri Tahun 2019 (3) V4

REPUBLIK Kemarmterian PPNF

INDONESIA Keragaman dan Kompleksitas Produk Ekspor Indonesia =
$1568B
Cocoa Makanan dan hewan hidup untuk makanan
e Palm Oil . Industrial 5" Fish Minuman dan tembakau
Machinery 0
o
° 2 Bahan mentah (tidak dapat dimakan)
® ® =
-, - )" N Bahan bakar, pelumas dan bahan terkait
s ® e 2
® Textiles Minyak hewani dan nabati, lemak dan lilin
¢ e ", B '
PO'YmeFSC = S0 9 : Produk kimia dan turunannya
A .o ® g\ Wood )
2 ot e == Barang manufaktur
© o \
? ® Permesinan dan transportasi
e & e

Economic Complexity: menunjukkan keterkaitan antara produk, berdasarkan kesamaan know-how untuk memproduksi
sebuah barang. Produk yang di tepian menunjukkan keterkaitan rendah, sedangkan yang di pusat keterkaitan tinggi.
Sumber: Harvard University Atlas of Economic Complexity 2016, diunduh 2018

4 Barang manufaktur lainnya
,
-

Lainnya

* Produk ekspor Indonesia memiliki ragam yang terbatas yang ditunjukkan lokasi produk yang berada di tepian peta keterkaitan antarproduk manufaktur.

* Beberapa produk memiliki konsentrasi/kepadatan tinggi yang menunjukkan integrasi hulu-hilir, namun tidak memiliki pengaruh (backward & forward
linkage) terhadap peningkatan kapasitas untuk menghasilkan produk baru dengan teknologi yang lebih tinggi.

* Produk ekspor Indonesia masih terbatas untuk ekspor tekstil, hasil perkebunan dan kayu, dan produk kimia yang berada di tepian peta keterkaitan tersebut.

Sedangkan Indonesia masih sangat sedikit memiliki produk ekspor yang memiliki backward & forward linkage yang tinggi. .



*E Konsep Pengembangan Industri Tahun 2019 (4) 5

REPUBLIK

- . Kemarmterian PPNF
INDONESIA Potensi Pengembangan Produk Ekspor Indonesia bippencs
Makanan dan hewan hidup untuk makanan
Minuman dan tembakau
B 4
Flectronic integratad circaity ' Bahan mentah (tidak dapat dimakan)
.. Computers~Sg %+ S O08 1)
E'“"""“T\P{';;;fg,;';;;}'; 30 [\bp?’\ YR Bahan bakar, pelumas dan bahan terkait
Vacuum Vessels \ [ DY A P
Semiconductor devices 6 _oPo s ko . . . -
. éwggp&:w/ Dof o s Minyak hewani dan nabati, lemak dan lilin
Moniters & Projectors e 925g - g.c“:_;, b
ot g 0 28 .. 22 g9
Ao ae O - v Ve AP
.«;‘oa'a%g "0,3"('0“(0 3.8 > Produk kimia dan turunannya
% B CORE) %o Pl
=<5 [o% % 2 -
A ol bl A == Barang manufaktur
Permesinan dan transportasi
. O=e
4 Barang manufaktur lainnya
‘ ? Lainnya
Complexity : tingkat kompleksitas untuk memproduksi suatu barang. Nilai ini berbanding lurus dengan nilai tambah yang dihasilkan.
Distance: seberapa jauh kapabilitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk dari kapabilitas yang sudah dimiliki (spesifik negara).
Sumber: Harvard University Atlas of Economic Complexity 2016, diunduh 2018
» Kapasitas manufaktur lokal perlu dikembangkan untuk menghasilkan produk ekspor dengan kompleksitas/nilai tambah tinggi.
* Dalam jangka menengah, salah satu quick wins yaitu menumbuhkan produk elektrik dan elektronik, mengingat modalitas yang
dibutuhkan untuk mengejar kemampuan teknologi produksi sudah dimiliki.
18
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‘ "5 Konsep Pengembangan Industri Tahun 2019 (5) >

REPUBLIK Kemarmterian PPNF

INDONESIA dalam rangka Penanganan Isu Strategis dan Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2019 Bappenas
Isu Strategis Tahun 2019

Nilai tambah manufaktur
Iklim usaha

Produktivitas

Kandungan teknologi
Ekspor manufaktur

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI
NASIONAL (RIPIN) 2015-2035 (PP 14/2015)

SNSRIV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPIMIN)

(RPIP) 2005-2025 (UU 17/2007) 2015-2019 Perpres 2/2013)
SASARAN SASARAN SASARAN
\ o , Pertumbuhan, kontribusi, ekspor, jumlah dan kontribusi 1. Pertumbuhan (2015-2019; Share (2015-2013)
Industri yang berdaya saing di pasar lokal dan global; tenaga kerja, rasio bahan baku lokal, nilai investasi,
eririleush fnelusit akr (1T lawe 2. lumlah BS (3.000 selama 5 tahun); Jumizh IK (20.000 selama 5 tahun)
pengembangan [KM; ARAH KEBUAKAN DAN STRATEG!
pengembangan struktur industri yang sehat dan 10 INDUSTRI PRIORITAS 1 Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPL KPL 14 K|P, 2 S|K|M)
berkeadilan; mendorong perkembangan ekonomi di Pangan, Farmasi, Tekstil, Alat transportasi, TIK, 2. Penumbuhan Populasi Industri (investasi, hiliisasi, GPN, kM)
luar Pulau Jawa. pembangkit energi, barang modal, hulu agro, logam 3. Peningkatan daya saing dan produkivitas

dasar & galian no-logam, kimia dasar

1. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Peningkatan daya saing industri andalan non pangan

CI

manufaktur Peningkatan aktivitas industri di luar Jawa melalui
2. Peningkatan nilai tambah dan ekspor produk kawasan industri dan sentra IKM
manufaktur berbasis agro 6. Peningkatan kompetensi SDM industri
3. Peningkatan nilai tambah dan ekspor industri hulu 7. Peningkatan kapasitas inovasi dan penerapan
non agro dan industri pendukung teknologi

19




RKP 2019 3

AR X

s Kesinambungan Implementasi Money Follows Program s

2018 2019

Menajamkan

Prioritas Nasional @

30 PP 24 PP
Memastikan Pengendalian Dilakukan
Pelaksanaan Sampai ke Level Proyek
Program (satuan 3)
Menajamk_an Belanja K/L, Belanja Non K/L,
Integrasi Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
Sumber Pendanaan BUMN, PINA dan Swasta

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)

untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
20
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Tema

“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”

% Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 >

!

{

L 1)

N

T

\

-

Kemamterian PPNF
Bappenas

Prioritas Nasional

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa
Produktif Lainnya

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu

21



% Isu Strategis Prioritas Nasional 3 )

REPUBLIK Kemanterian PPNF

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif =

Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil
pertanian, perikanan dan kehutanan

Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja

Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri

Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk
peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah

Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif

22
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Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3 D 4

Kemamterian PPNF
Bappenas

Sasaran:

Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

8 Indikator:
1. Pertumbuhan PDB Pertanian: 3,9-4,1 % 4. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 7,5-8,3% 7. Penyediaan Lapangan Kerja: 2,6-2,9 Juta Orang
2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,1- 5. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa: 6,0-7,3% 8. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja: 4,0 -
5,6% 6. Nilai Devisa Pariwisata: Rp. 175-180 Triliun 5,0%
3. Pertumbuhan PDB Perdagangan: 5,4-6,0%
Arah Kebijakan:
Meningkatkan Ekspor dan Nilai Mempercepat Peningkatan Ekspor dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata
Tambah Produk Pertanian Nilai Tambah Industri Pengolahan dan Jasa Produktif Lainnya
a) Meningkatkan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan a) Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan a) Mempercepat Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata
b) Mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Investasi termasuk 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan
Perikanan, dan Kehutanan b banekan dan Meninekatkan I . o ’
c) Meningkatkan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil ) Mengerp angkan dan Meningkatkan Investasl Destinasi Unggulan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Industri Hulu Non Agro dan Pendukung b) Memperkuat Struktur Ekonomi Kreatif
d) Memperkuat Kelembagaan dan Usaha Pertanian, c) Meningkatkan Daya Saing Industri Andalan Non c) Mengembangkan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil
Perikanan, dan Kehutanan o Pangan (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai d) Mengembangkan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK d) Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan . S .
Industri/Logistik e) Memperluas Akses Keuangan/Pembiayaan

a)
b)
c)
d)

Mempercepat Peningkatan Keahlian
Tenaga Keria
Meningkatkan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
Menguatkan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi
Memantapkan Sistem Sertifikasi Kompetensi
Meningkatkan Keterampilan Wirausaha

Mengembangkan Iptek dan Inovasi untuk
Meningkatkan Produktivitas

Mengembangkan penelitian Bidang Keilmuan Strategis
Penunjang Produktivitas

Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Pengungkit
Produktivitas

Menyiapkan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)

Memperkuat Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier
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Percepatan Peningkatan
Z Ekspor dan Nilai Tambah Percepatan Peningkatan
Industri Pengolahan 4‘ Keahlian Tenaga Kerja
Industri hulu & andalan
non agro, industri

pendukung, IKM non
agro, dan perwilayahan

Pendidikan vokasi dan
sistem kompetensi SDM
Industri

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, SERTA PARIWISATA DAN JASA
PRODUKTIF l AINNYA

[Industri agro dan

IKM agro
_ Pengembangan Iptek
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Nilai dan Inovasi untuk —
1 Nilai Tambah Produk 3 Tambah Pariwisata dan Meningkatkan PP
e Jasa Produktif Produktivitas
K :
Ekspor manufaktur Litbang industri emenpe;‘:n




Peta Kontribusi Kementerian Perindustrian &
dalam Prioritas Nasional Lain Kemgroron 9

& X
REPUBLIK
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Prioritas Nasional Pengurangan Prioritas Nasional Pemantapan

Kesenjangan antarwilayah melalui Ketahanan Energi, Pangan, dan prl;rltés N?Zlon;ﬁ Stallzllltas Il()earr.lla e
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Sumber Daya Air asIOHat Gail RESHRSESAIE T
Penguatan Sistem Logistik Peningkatan Produksi, Akses Efektivitas Diplomasi
dan Kualitas Konsumsi Pangan
Industri kapal/galangan kapal Diplomasi ekonomi dan kerjasama
dan SDM industri Peningkatan kualitas konsumsi pangan internasional untuk mendukung
kemaritiman dan pengamanan terhadap industri peningkatan perdagangan dan
makanan dan minuman; Penerapan SNI investasi

wajib di bidang pangan

PN B PP Kemenperin




Usulan Proyek Flagships Kementerian >

B S

RE PU ;BLI K Kem;nterian PPN/
INDONESIA appenas
Kriteria Proyek Flagships: Contoh Proyek Flagships Kemenperin:
1 2 3 v’ Proyek peningkatan kapasitas SDM industri
et melalui pelaksanaan Pelatihan, Sertifikasi
Kontribusi Non Reguler Prioritas Inovatif pesi . . .
Kontribusi/dampak besar Bukan proyek reguler Sesuai dengan struktur Menunjukkan inovasi KMembeda!:an peran dan Penempatan (lelat 3 ln 1),
misal: penyusunan rioritas nasiona atau mekanisme baru emenperin .
{ut:tr]:kk;r,;;:;l:;:,’,ggﬂan E:Ian S‘Kll(le,iengawair::'l :)Arsittektur PN—PFIJ—KP— dzllam ml;revitali.:isi/ dibandingkan dengan K/L \/ Pembangunan SekOlah menengah ke] uruan,
jangka menengah SNI wajib, TKDN, assesor, ProPN) meningkatkan lainnya, bukan kegiatan

produktivitas dan daya yang banyak dilakukan
saing industri kementerian lain

akademi komunitas dan politeknik industri;

v' Fasilitasi investasi dalam rangka
penumbuhan dan pengembangan industri
petrokimia di Kawasan Industri Teluk
Bintuni melalui skema KPBU;

v Implementasi Industri 4.0 untuk beberapa
subsektor;

v" Pengembangan desain kapal nasional dan
penyiapan SDM industri kapal dan galangan
kapal;

v Penyusunan rancangan regulasi standar
dan komersialiasi kendaraan mobil listrik;

v Pengembangan industri komponen pesawat
terbang;

v’ Fasilitasi pengembangan kawasan industri
dan sentra industri kecil dan menengah di
daerah-daerah;

LSP, dan TUK) dan
anggaran operasional
(misal operasional
politeknik, akademi
komunitas, SMK, dan
pusat-pusat inovasi);
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Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran
Penekanan PP 17 Tahun 2017

Alokasi Pada Prioritas
Pasal 1

Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu
untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1

Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik
sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka
pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Hal baru di RKP 2019
Integrasi pendanaan yang bersumber dari :

APBN
* Subsidi/Hibah (kebijakan)
 BUMN (proyek prioritas)
* KPBU (proyek prioritas) K/ | | Subsidi, Hibah dnoran. dama
« PINA (proyek prioritas) s Gl

~ -’
~ -
————————

Kerangka

Pendanaan

,,,,,,,,
-~ S

_______
~~~~~
~

N,
~ -
~~~~~~~~~~

’
-

~ -

.........

A

Kementerian PPN/
Bappenas

Holistik
Integratif

. Tematik
A .. - Spasial

Sumber lain

_______
2 ~.
s <

KPBU

~ -
________



Contoh: Kerangka Pendanaan Infrastruktur (2015 - 2019) 3

...mendorong swasta dan lembaga pengelola dana jangka panjang...

Kementerian PPN/

REPUBLIK
Bappenas

INDONESIA

Nilai Investasi

[ETTTTPIPPPPI R TR T

Investasi Publik

rendah IRR
Weighted Average Cost of Capital

Total Nilai
Investasi yang
dibutuhkan
dalam

infrastruktur
2015-2019:

USD 359.2 Bn
(IDR 4,796.2
Tn)

*) 1 : Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.

APBN+APBD:
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)

i Kategorisasi

i Definisi

BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)

Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)

Source of
¢ Funding

Investasi yang tidak
memiliki imbal balik
investasi secara
langsung dari obyek
tersebut.

* Jaminan Sosial

* Jaminan
Pendidikan

* Jaminan
Kesehatan

(WACC)

Investasi dengan imbal
hasil di bawah standar
kelayakan sehingga
membutuhkan
pengurangan sebagian
beban investasi melalui
investasi sosial
Pemerintah.

¢ Bahan Baku Air Minum
* Transportasi Publik
Masal

APBN + Dana Komersial

|

*IIIIIIIII

KPBU

Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015-2019,, Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas

hIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Investasi dengan imbal
hasil memenuhi standar
kelayakan investasi
namun dipandang relatif
kurang menarik atau
berisiko sehingga
diperlukan intervensi
Pemerintah.

* Jalan Tol
¢ Pelabuhans

Dana Komersial dengan
Dorongan Pemerintah

Special Commercial General Commercial
Investment Investment

Investasi dengan
imbal hasil relatif
menarik sehingga
peran Pemerintah
minim yaitu sebagai
regulator dan

promotor.

e Listrik

* Bandar Udara
* PipaGas

Dana Komersial Murni

PINA




REPUBLIK
INDONESIA

P> KONVENSIONAL

KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT

000000

2000060

0000060

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PEMBENTUKAN

ASET

(Pemerintah)

PELAYANAN
MASYARAKAT

...................................................................................................................................................................

Pengertian KPBU

* Bukan privatisasi tetapi

: pengelolaan aset melalui

konsesi

* Dapat berupa kegiatan

5 yang: memiliki arus
pendapatan (palapa ring),
tidak memiliki pendapatan
(jalintim)

PERUBAHAN

A

Bappenas

KPBU

KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT

00000E
DOO00O0OO0O
000060

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PARADIGMA

IG\

TR

o

KERJASAMA
PEMERINTAH & BADAN
USAHA

KEPENTINGAN UMUM

SPESIFIKASI YG TELAH
DITETAPKAN PJPK

SUMBER DAYA
SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA DARI
BADAN USAHA

PEMBAGIAN RISIKO

PELAYANAN
@ # MASYARAKAT
DISERAHKAN SETELAH e
KERJASAMA SELESAI PENGADAAN
ASET

Manfaat KPBU:

* On schedule, on budget, on service
* Kesinambungan perencanaan, konstruksi, operasi dan
pemeliharaan.
* Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
* Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang lebih banyak

Kementerian PPN/
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Indonesia Memiliki 19 Jenis Sektor Infrastruktur KPBU

A

&2
KONEKTIVITAS FASILITAS PERKOTAAN FASILITAS SOSIAL
........... ] l R CONTOH RINTISAN
alan . PEMBANGUNAN
* Jalan Alr minum KAWASAN INDUSTRI
* Jalan Tol TELUK BINTUNI
* Jembatan Tol BERBASIS PETROKIMIA
Transportasi E Pengelolaan Sampah (Perpres 58/2017 tentang
® Kebandaraudaraan PSN).

" Kepelabuhanan
" Perkeretaapian

Ketenagalistrikan
" Pembangkit listrik
" Transmisi

Konservasi Energi
" Penerangan jalan
umum

Migas dan EBT

Telekomunikasi dan
Informatika

“ Fiber optics

" e-Gov

® Darat dan Penyebrangan

SDA dan irigasi

Pengeloaan Limbah

Setempat

Pengeloaan Limbah

Terpusat

Perumahan rakyat

Fasilitasi perkotaan:

Pasar tradisional

Fasilitas
Pendidikan

Sarana Olahraga,

Kesenian dan Budaya

Kesehatan

Lembaga
Pemasyarakatan

* Nilai F-IRR yang rendah
namun memiliki E-IRR
yang tinggi.

* Jangka waktu panjang
dengan risiko yang
besar untuk swasta
murni.

*  Meningkatkan produksi
petrokimia untuk
kebijakan subsitusi
impor dan hilirisasi gas
bumi

* Saatini sedang
penyusunan Outline
Business Case (OBC).
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Skema Kerjasama dan Fungsi PINA A
Peran signifikan PINA dalam pembiayaan proyek infrastruktur (emsrtgion o

INDONESIA appenas

Pipeline proyek

Investment appetite

Kesiapan proyek

. $ Area fokus investasi
“‘ll | Penyertaan ekuitas
|

Investor Pinjaman

N

Investee

Struktur proyek

Opsi intrumen investasi

A

v % Pos

Fungsi Fasilitasi  Fungsi Pipelining Fungsi Ekosistem

=
" e
=
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Potensi Proyek dalam Skema PINA A

Terdapat potensi recycle investasi di setiap tahapan Kemeriaisn PP

INDONESIA Bappenas

KONDISI
PROYEK
GREENFIELD BROWNFIELD OPERATIONAL
INVESTOR BARU INVESTOR BARU
(Investor dalam dan luar negeri) (Investor dalam dan luar negeri)
Recycle  EKUITA{ SURAT HUTANG l Sekuritisasi/Divestasi
4 Limited Concession Scheme
INVESTOR INVESTOR s ma s INVESTOR |
v v
SKEMA PROYEK PROYEK PROYEK PROYEK
PEMBIAYAAN EKUITAS EKUITAS EKUITAS
INVESTASI ﬁ ﬁ_
A i, ﬁn
PIN]AMAN PINJAMAN Q------] PIN]AMAN
BANK DAN BANK DAN BANK DAN
INSTITUSI INSTITUSI INSTITUSI
FINANSIAL FINANSIAL FINANSIAL

Sumber: PINA Center for Private Investment Analysis - BAPPENAS 33
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